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Dengan dikeluarkmya Undang-U~~dang No. 22 Tal~un 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan kemudian ditindaManjuti dengan keluarnya Peraturan 
Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewe~xingan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonorn, telah mendorong daeral~ untuk nlempersiapkan dm 
berbenah diri dalam rangka melaksanakan otonorni secara penuh, tennasuk dalam hal ini 
dibidang pendidikan. 

Diakui bahwa tidak semua daeral~ atau propinsi diuntungkan dengan 
diberlakukmya otonorni daerah tersebut terutama bagi daerah-daerall yang sumber daya 
alam maupun surnber daya manusianya sangat terbatas. Namun, dengan telah 

a Undang-Undmg tersebut, setiap daerah dipacu unktk kreatif menggaii 
potensi daerahnya yang mungkin untuk dikembangkan. Bagi Propinsi Sumatera Barat: 
salah satu potensi daerah yang mungkin dan bisa dike~nbangkan add& industri 

, baik pendidikm formal rnaupun pendidikan non fornlal. Menurumya mutu 
pendidikan di Sumatera Barat yang sering disinyalir akhir-alir ini hendaknya @at 
membuat kita lebih memfokuskm perhatian kepada bidang pendidika~x tersebut. 

Dalam tulisan singkat ini &an dibahas secara garis besar d m  sekadar pengantax 
diskusi da lm rangka membmgun lndustri pendidikan yang berkualitas dl Sumatera 
Barat. Pernbahasan akan difokuskan pada penjelasan rnutu, pelanggan pendidikan, dan 
strategi peningkatan mutu jasa p e n d i d h .  

MUTU DAN PELANGGAN JASA PENDIDIKAN 

Pendidikan dapat dikatakm sebagai industri jasa atau industri pelayanan yang 
ditujukan mtuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Pelanggaa yang mene ' 
jasa pendidikan ini dapat dibedakan atas; pelanggan eksternal d m  pelanggan 
PeIanggan ekstemal dapat berupa peserta orang tua, dunia usaha dan 
Sedangkan pelanggan internal dapat berupa , dosen dan tenaga pendukung 

Berbicara tentang mutu selalu dikaitkm dengan pelanggan. Juran rmsahya; 
mengatakan bahvYa mutu addah fitness for use, yang berarti bahwa produk atau jasa yang 
&asillcan hams dapat memenuhi kebutuhan pemakai aiau konsumen. Sementara Taggal 
(1993) mengatakan bahwa mum mencakup keseluruhan organisasi, pada setiap ha1 yang 

organisasi dan mutu pada akhirnya didehisikan ole11 p e l w a n .  Dengan 
pendidikan yang bemum adalah pendidikan ymg dapat memenuhi atau 

melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan (Slmet, 2000). 

Orang lebih setuju membedakan mutu dari segi dimensinya karena belum a& 
definisi tentang mutu yang berlaku secara universal. Beberapa dimensi mum atau sifat- 
siEat pokok mutu jasa yang berlaku umurn dapat berupa; keterpercayam (reliability), 

(assurance), penmpilan (tangibility), pemerhatian (emphaly), dan 
ketanggapan (responsiveness) (Martin, 1993; Slamet, 2000). Hal-ha1 yaag melekat pa& 
setiap sifat pokok mutu jasa ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Sifat-Sifat Pokok Mutu Jasa * 

Dengan demikian, untuk dapat membuat pelayanan pendidikan yang bemutu, 
setiap orang yang langsung terlibat dengan kegiatan pendidikan itu hams berusaha dan 
memil& sifat-sifat yang terkandung d d m  pokok mutu jasa tersebut. Ia rnisalnya h a s  
tepat waktu dalam melaksanakan tugas mengajar, penuh perhatian terhadap peserta did* 
dapat rnelayani peserta didik dengan baik, cepat memperhatikan dan mengatasi keluhan 
an& didik dan orang tua dan Iain sebagainya. Dari observasi terbatas, sifat-sifat yang 
sepexti 'ini belum begitu makslmal dipedihatkan oleh , dosen, maupm tenaga 
pend pendidikm l ahya .  

Keterpercayaan 
(reliabiEy j 

Jujur 
Aman 
Tepat 
waktu 
Tersedia 

MENINGUTKPLN MUTU JASA PENDIDIUN 

Pada dasamyaa, kegiatan-kegatan yang mengarah kepada peningkatan mutu atau 
pengendalian mutu jasa pendidikan dapat rnenerapkan prinsip-prinsip Plan-Do-Check- 
Acfion ahu  yang dkenal dengan siklus PDCA atau Deming's cycle (Ishikawa, 1392; 

1993). Srratu kegiatan pendidikan direncanakan, lalu faksanakan, pe&sa la@, 
dm kemudian h d a k  Ianjuti. Denrikian setemsnya kegiatan demi kegiatan. Jadi, tidak 
dapat diterapkan ungkapan yang mengatakan dima tumbuah di sinarz disiangi, sebuah 
ungkapan yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari di Ranah Mkang. 

Sikhs PDCA itu kemudian dikembangkan menjadi suatu sistem yang dikend 
d e w  deZapan langkah pemecahan masalah. Mapun keterkaitan PDGA ini dengan 
langkah-langkah dimaksud dapat dilihd pada Gambar 1. 

Kete~jaminan 
(assurance) 

Konlpeten 
Percaya diri 

0 Meyakinkan 
Obyektif 

Siklus Pengendalian Siklus Langkah 
I. Mencari masalah utama 

2. Mencari pe~yebab-penyebab 
3. Menentuka~~ penyebab 

yang sangat berpengaruh 
4. Menyusun rencana penanggu- 

langan dan mnenetapkan sasaran 
Do 03) 5. Melaksanakan rencana 
Laksanakan 

Penanlpilan 
(tangibiliw 

0 Bersih 
0 Sehat 

Perbuatan 
baik 
Berpakaian 
rapi dan 
harmonis 
Cantik 

Pemerhatian 
(enlphatv) 

Penuh 
perhatian 
terhadap 
pelanggan 

0 Melayani 
dengan ramah 
dan n~enarik 
Memafiami 
keingina~l 
pelanggan 

0 Berkonlullikasi 
dengan baik 
dan benar 
Bersikap 
penuh sinlpati 

Ketanggapan 
(responsiveness) . 

" T W ~ P  
terhadap 
kebutuhm 
p e l W 2 P  
Cepat 
memberi 
respon 
terhadap 
permintaan 
pelanggan 

0 Cepat 
memperhati 
kan dan 
mengatasi 
keluhan 
pelmggan 
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Chek (C) 6. Evaluasi hasil penanggulangm 
Periksa 

Slklus pengendalian Action (A) 7. Membuat stazdar 
I ! -D-C-A Tindak lanjut 8. Memecahkan masalah berikutnya 

Di samping PDCA di atas dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang 
berupa program berjangka peadek, pendidikan sebagai industri jasa hams pula memiliki 
rencana strategis yang mengarah kepada pencapaian mutu. Sto~lner (1994) mengatakan 
bahwa perencanam strategis addah proses perencanaan jangka pmjang yang fomal 
untuk menenhkan dan mencapai tujuan suatu orga~isasi atau pen~sahaan. Bila dikaitkan 
dengan mutu jasa pendidikan, perencanaan strategis dapat dikatakan sebagai perenmaan 
be rjangka panjmg ymg berdasarkan visi, misi, dan prinsip-prinsip kelembagaan, yang 
berorientasi pada kebutuhan para pelanggan, baik lnasa kini maupun masa yang akan 
datang. Kesinambungan, keselarasan, dm keserasian antara visi, nisi, serta prinsip- 
prinsip kelembagaan dengan kebutuha~ para pelanggan mempsrkan kunci kernantapan 
perencanam strategis wanafiah et. al., 1994). 

Pada bagian lain dari tulisannya, Hanafiah et. al., (1994) mengen~ukakan bahwa 
dalam penyusunan rencana strategis perk diikuti pemikiran dan Ia~gkah-langw bedat :  

1. Pernikiran dan langkah dasar, yang meliputi: (a) menentukan dan mermuskan visi, 
(b) menentukan d m  memmuskan misi berdasarkan visi, (c) menentukan dan 

skan prinsip-prinsip berdasarkan visi dm misi, dan (d) mene dan 
skan bjuan berdasarkan visi, misi, dan prinsip-prinsip. 

2. Pernikiran d m  langkah. operasional, yang meliputi: 
a. Mengadakan studi tentang pelmggan jasa pendidikm ---apa kebutuhan 

mereka, baik kini maupun masa yang akan datang. 
b. Mempelajari keberadaan institusi pendidikan yang bersangkutan, mtara lain; 

kelemahan, kesempatan, kendala, ancaman, dan fakt,or- 
dalam mencapai keberhasilan. 

c. Menyusun rencana lembaga pendidikan yang memuat lmgkah-langkah dan 
program berdasarkan visi, misi, prinsip, tujuan, hasil-hail penelitian yang 
menymgkut pelanggan dan keberadaan lembaga pendidikan. 

d. Menentukan kebijakan d m  rencana mutu yang hendak dicapai sesuai dengan 
k e b u ~ a n  para pelanggan jasa pendidikan yang berpedornm kepada visi, 
misi, prinsip, dan tujuan lembaga pendidikan yang bersanghtan. 

e. Menen*an dan memperkiraan biaya yang diperlukan untuk mencap& mutu 
jasa pendidikan. 

f. Menyusun rencana evaluasi untuk menentukm keberhasilan atau ketidak 
berhasilan. 

Lan&&-1mgkah tersebut di atas dapat lebih disederhanakm rnenjadi 7 (&juh) 
langkah (Slmet, 2200), ymg terdiri dari: 

skan visi, misi, dan nilai-nilai. Visi adaldl pernyataan tentang 
akhir yang ingin dimjudkan oleh dan dengan adanya lenlbaga pendidikan. 
merupakan tugas poEok serta langkah-langkah strategis Iembaga pendi 
mtuk memapai visi. Sedangkan nilai adalah prinsip-prinsip, keyakinan dan 
aspirasi-aspirasi dari lembaga pendidikan yang menjadi dasar strategis untuk 
rnelaksanakan misi dalam usaha mencapai visi. 

2. Identifikasi pelanggan jasa pendidikan dan kebutuhamya. Masing-masing 
leIllbaga pendiclikan memiliki pelanggan yang berbeda-beda d e w  kebutuhan 
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dan harapan yang berbeda pula. Lembaga pendidikan, baik tingkat dasar, 
menengah maupun perguruan tinggi hams bemsaha memenuhi kebutuhan dan 
harapan pelanggan itu. 

3. Analisis SWOT dan faktor penentu keberhasilan. Analisis ini adalah untuk 
mengetahui potensi suatu lembaga pendidikan. Analisis dapat dibagi dua, yaitu; 
analisis internal yang memfokuskan pada kekuatan dan kelemhan dalam 
berkinerja dan analisis kondisi dan situasi lingkungan yang tertuju pada 
kesernpatan dan ancman yang berada dan berasal dari Iingkungan eksternal. 
Sedangkan faktor penentu keberhasilan adaldl indikator-indikator yang h a s  
ditemkan bila lembaga pendidikan ingin n~enluaskan pelanggamya dm 
memenuhi misinya. Indikator faktor penentu ini meliputi; eksternal yang berupa 
kepuasan pelanggan dm ketanggapan terhadap kebutuhan / kepentingan 
masyarakat, d m  internal yang berupa jun~lah keprofesionalan staf dan 
keberhasilan kerja tim yang ada di lernbaga pendidikan yang bersan&tm. 

4. Rencana strategis lembaga pendidikan. Rencana stratezis ini adalah langkah- 
langkah kegiatan yang tersusun secara rasional, berkiat, dan berjangka panjang 
serta berdasarkan visi, misi, d m  nil&-nilai tertentu untuk me men^ kebuhzhan 
dan harapan pelanggan jasa pendidikan, baik inasa kini maupun masa depan. 

5. Kebijakan mutu dan rencana mutu. Kebijakan nlutu adalah ketetapan lembaga 
pendidikan tentang mutu yang akan dicapai sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. Kebijakan mutu ini meliputi; tentang pentingnya mutu, kemampuan 
bersaing dengan mnutu, hubungan dengan pelanggan, partisipasi seluruh tenaga 
kerja dan perbaikm mutu secara kontinu. Sedang rencana mutu memp 
jabaran operwional kebijakan yang dapat dijadikan pedonlan untuk memperbaz, 
meningkatkan dan medihara mu@. Berbeda dengan rencana kerja, yaitu 
rencana kegiatan operasiond yang tersusun secara rasional, berkiat, dan 
be~angka pendek, yang biasmya untuk sahz talzun. Rencana kexja ini mempakan 
jabarm dari rencana strategis yang mengutmakan mutu. 

korbanan lain yang diperlukan untuk nzeraih mu&. 
atas; biaya pencegahan (preve~tion cost) yaitu biaya 

mencegah terjadinya kegagalan atau kesalahm ddam 
proses pengadam Jasa pendidikan dan biaya kegagdan milure cosf) y 
yang timbul &bat terjabya kesalahm da lm proses penyajian jasa pen 
atau &bat tidak sesuainya Jasa pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan dan 
harapan p e l m ~ a n .  

7. Pemantauan dan evduasi. Paantauan dan evaluasi ini memp 
mengetahui secara obyektif apakah hal yang telah dicapai sesuai d e w  remana 
d m  sekaligus usaha ini sebagai masukan dalan upaya perbaikan d m  p 
mutu. Evaluasi dapat pula dibedakan atas tiga jenis, yaitu; a 
untuk mengetahui kemajuata peserta did& yang dilakukan oleh 
b) evaluasi jangka pendek, yaitu evaluasi terstruktur d m  fomal untuk 
nzengetahui apakah semua rencana telah berjalan dengan baik d m  sejauh mana 
tingkat pemapaian peserta &dik dan sekaligus evaluasi ini dapat d i p e r g u n h  
sebagai alat pengendali mutu gula perbailcan, dan c) evaluasi jangka panjang, 
y M  evaluasi yang lebih berskala besar pada tingkat lenlbaga pendidikm yang 
ajuannya untuk mengetahui apakah lembaga pendidikan sudah berhasil sesuai 
dengan rencana yang telah &muskan semula. 
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PENUTUP 

Meningkatkan mutu jasa pendidikan di Ranah Minang baik pendidikan formal 
maupun pendidikan mnfomal, swasta maupun negeri, untuk n~e~llghasilkan manusia- 
manusia yang berkualitas perk kiranya lebih terencana dengan baik, dikelola oleh orang- 
orang yang profesional dan mempunyai komitnlen akan 111utu. Sebagai industri jasa, 
sebuah lembaga pendidikan h m s  menlpunyai visi, misi, nilai-nilai, tahu siapa dan apa 
kebutuhan dan harapan pelanggannya, nlanlpu ine~~garlalisis keleinahan dan keku 
dalam pencapaian visi d m  misinya, melniliki rellcana jangka panjang, mcmiliki rencana 
mum, dan mampu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana yang telah 
dirumuskan. 

Selain itu, perbaikan-perbaika~ perlu dilakukan secara berkesinambungan 
dengan anggapan bahwa kerja merupakan hasil dari serangkaian langkah dan kegiatan 
yang saling berkaitan. Petugas atau pengelola pei~didikan perlu dilibatkm dan 
diberdayakan secara me~~yeluruh karena akan sangat menefltukan kinerja sebuah lembaga 
pendidikan. Perbaikan d m  perhatian tidak hailya ditujukan pada pelanggan eksternai 
tetapi Juga pada pelanggan internal seperti upaya peningkatm k~talitas guru, dosen, dm 
karya'ivan dengan segala konsekuensinya bagi lei-nbaga pendidikan yang bersangkutan. 
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